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2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 
4264), 

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
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RI Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
R I Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 3961), 

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan 

dimaksud pom a diatas, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan 
Orgarnsasi, Togas dan Fungsi serta Tata KeIJa Dmas 
Dmas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan 
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provmsi Maluku Utara, Kabupaten Buru 
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara 

1 Mengmgat 

sebagaimana pertimbangan berdasarkan b bahwa 

Memmbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan 
struktur orgamsasi Perangkat Daerah di hngkungan 
Pemenntah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu 
ditmdaklanjuti dengan Pembentukan Susunan 
Orgamsasi, Togas dan Fungsi serta Tata KeIJa Dmas 
Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI HALMAHERA SELATAN, 

TENT ANG 
SOSONAN ORGANISASI, TOGAS DAN FONGSI SERTA TATA KERJA 

DINAS PERHOBONGAN 
KABOPATEN HALMAHERA SELATAN 

PERATORAN BOPATI HALMAHERA SELATAN 
NOMOR10 TAHON 2023 

PROVINS! MALOKO OTARA 

BOPATIHALMAHERASELATAN 



PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN 
HALMAHERA SELATAN 

Menetapkan 

W.W.,....W1'TTll'\TTr.TI A 'a.T 
ll.1.C.lYJ.U J. UO~l'I • 

Memperhatikan Surat Kementenan Dalam Negen Nomor 061/4257 /OTDA 
tertanggal 29 .Jum 2021 Penhal Persetujuan Penyesuaian 
Penyederhanaan Struktur Orgamsasi Perangkat Daerah 
dilmgkungan Pemenntahan Daerah Kabupaten 
Halmahera Selatan dan Kota Ternate Provmsi Maluku 
Utara 
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Sela tan, 
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Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Halmaehera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Halmahera Selatan tentang Pebentukan dan 
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(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187), 

5 Peraturan Menten Perhubungan Repubhk Indonesia 
Nomor PM 139 Tahun 2016 Tentang Pedoman 
Nomenklatur, Togas, dan Fungsi Orgarusasi Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemenntahan 
bidang perhubungan (Benta Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1660), 

5587) sebagaimana telah kedua kah drubah dengan 
unaang-unaang rsomor 9 Tahun LUl::> Tenrang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 Tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara 
RI Tahun 2015 Nomor 59), 

4 Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 
Orgamsasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara R I 
Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah drubah 
dengan Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah 
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Pasal 2 
Dmas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan merupakan unsur 
pelaksana Urusan Pemenntahan yang menjadi kewenangan Daerah yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretans Daerah 

BAB II 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

..t.. --- , , __ -"---- - _..._ --- - , __ - -- - r --- , --- -- , ...1 , __ - _..._ 
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keahhan dan/atau keterampilan tertentu 
13 Unit Pelaksana Tekrus yang selanjutnya dismgkat UPT adalah Unit 

Pelaksana Tekrns Dmas Perhubungan yang melaksanakan kegiatan 
tekrus operasional tertentu yang secara langsung berhubungan dengan 
pelayanan masyarakat 

8 Du1as adalah Du1as Peihubu11gai1 
9 Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada 

Dmas Perhubungan 
10 Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Dmas 

Perhubungan 
11 Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, 

tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Srpil Negara 
dalam rangka memimpm Satuan Orgamsasi Perangkat Daerah 

12 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang bensi fungsi dan 
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Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara 
Pemenntahan Daerah 

6 Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Halmahera 
Sela tan 

7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 
penyelenggaraan Pemenntahan Daerah yang terdm dan Sekretanat 
Daerah, Sekretanat DPRD, Inspektorat, Dmas Daerah, Badan Daerah 
dan Kecamatan 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan 
1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 
2 Pemenntah Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemenntah 
3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan 
4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan 

.l\..l!tl~N 1 UAN UMUM 

BABI 
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perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan 

Pasal 5 
Dalam melaksanakan tugas sebagarmana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala 
Dmas Perhubungan menyelenggarakan fungsi 
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seorang Kepala Dmas yang mempunyai tugas membantu Bupati 
melaksanakan urusan Pemenntahan bidang perhubungan yang menjadi 
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada 
Daerah 

Pasal 4 

Paragraf 1 
Dmas 

Bagian Ketiga 
Togas dan Fungsi 
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2 Seksi Pembangunan Prasarana, dan 
3 Kelompok Jabatan Fungsional 

f Bidang Pengembangan dan Keselamatan terdm dan 
1 Seksi Lmgkungasn Perhubungan, 
2 Seksi Keselamatan, dan 
3 Kelompok Jabatan Fungsional 

g Unit Pelaksana Tekrns (UPT) 
(2) Bagan Susunan Orgamsasi Dmas Perhubungan sebagaimana dimaksud 

Pasal 3 
(1) Susunan Orgamsasi Dmas Perhubungan terdm atas 

a Dmas, 
b Sekretanat Dmas, terdm dan 

1 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, 
2 Sub Bagian Keuangan, dan 
3 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

c B1da.iig Lalu Lmtas te1 d1i1 dan 
1 Seksi Manajemen Lalu Lmtas, 
2 Seksi Anahsis Dampak Lalu Lmtas, dan 
3 Kelompok Jabatan Fungsional 

d Bidang Angkutan dan Sarana terdm dan 
1 Seksr Angkutan Dalam Trayek, 
2 Seksi Pengujian Sarana, dan 
3 Kelompok Jabatan Fungsional 

e Bidang Prasarana terdm dan 

Bagian Kedua 
S usunan Orgarusasi 
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Sekretanat Dmas menyelenggarakan fungsi 
1 Pengoordmasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan 

dan anggaran di lmgkungan Dmas Perhubungan, 
2 Pembmaan dan pembenan dukungan adrmmstrasr yang mehputi 

keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, 
kerumahtanggan, dan pelayanan adrmmstrasi di lmgkungan Dmas 
Perhubungan, 

3 Pengordmasian, pembmaan dan penataan orgamsasi dan tata laksana di 
h11gku11gai1 D111as Pe1hubungai1, 

4 Pengoordmasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta 
pelaksanaan advokasi hukum di hngkungan Dmas Perhubungan, 

5 Pengoordmasian pelaksanaan Srstem Pengendahan Intern Pemenntah 
(SPIP) dan pengelolaan mformasi dan dokumentasi, 

Pasal 7 

..1_,_ -- ,_, , __ - -- - --- -- - , - ..]_ - __ ,_, - , __ , , _ 
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pengoordmasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan mehputi keuangan, 
hukum, mformasi, kehumasan, keorgamsasian dan ketatalaksanaan, 
pembmaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, 
pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan adrmmstrasi di 
hngkungan Dmas Perhubungan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang 
berlaku 

Pasal 6 
Sekretariat Dmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf b, 
dipimpm oleh seorang Sekretans yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada kepala dmas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dmas 

Paragraf 2 
SEKRETARIAT 
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Perhubungan, 
5 Pelaksanaan pembmaan admirustrasr dan aparatur Pemenntahan di 

Bidang Perhubungan, 
6 Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsmya, 

Daerah dan Togas pembantuan yang drtugaskan kepada Daerah 
Kabupaten, 

2 Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu hntas dan angkutan jalan, 
perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan 
Daerah dan Togas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah 
Kabupaten, 

3 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu hntas dan angkutan 
jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi 
kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 
Daerah Kabupaten, 
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Pasal 10 
Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat ( 1) huruf b 
angka 2, drpimpm oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab 
kepada Sekretans dan mempunyai tugas membantu Sekretans untuk 
penyiapan bahan pelaksanaan dalam urusan pelayanan pengelolaan 

-- -- -1 - -- , _ - - - - - -- - - - -1 - - UlllUlll UcUl l\.C.l)C~c:l.WcUcUl, Uc:1.11 

14 Pelaksanaan tugas lamnya yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan 
bidang tugas tugasnya 

l"'7 T"'\ , , ,_.,L ..l~--- 
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8 Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan dan 
perpustakaan dmas, 

9 Penyiapan, penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan dmas, 
10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, orgarusasr, 

ketatalaksanaan, dan budaya pemenntahan pada dmas, 
11 Pelaksanaan pelayanan adrmrustrasr perkantoran, 
12 Pelaksanaan pemehharaan sarana dan prasarana perkantoran, 
13 Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kmerja subbagian 

Dalam rnenyelenggarakan tugas sebagannana du11aksud pada Pasal 8, Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian, 
2 Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekms terkart adrmmstrasi 

umum dan kepegawatan, 
3 Pengelolaan data kepegawaian dmas, 
4 Penyiapan bahan mutasi pegawai dmas, 
5 Penyiapan kesejahteraan pegawai dmas, 
6 Penyiapan bahan pembmaan pegawai dmas, 

Pasal 9 

Pasal 8 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 
ayat (1) huruf b angka 1, dipimpm oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 
bertanggung jawab kepada Sekretans dan mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, 
kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan 

6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan 
oarang/jasa 01 ungkungan Dmas Transrmgrasr dan Tenaga KeIJa, 

7 Pengoordmasian penyusunan Renstra, Renja, LKJIP, SAKIP, LPPD dan 
Laporan Keuangan Dmas, 

8 Pengelolaan kepegawaian di lmgkungan Dmas Perhubungan, 
9 Pelaksanaan momtormg, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan hngkup 

tugasnya, 
10 Pengendahan pelaksanaan tugas UPT, dan 
11 Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh Kepala Dmas sesuai dengan 

tugas dan fungsmya 
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Pasal 16 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, 
Bidang Lalu Lmtas menyelenggarakan fungsi 
1 Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen lalu 

lmtas, rekayasa lalu lmtas, dan anahsis dampak lalu hntas, 
2 Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Manajemen lalu 

lmtas, rekayasa lalu lmtas, dan anahsis dampak lalu hntas, 

___ ,_, , __ - -- --- - -- - -- . - -- ----- , __ , __ , __ . __ ,_, . , __ , __ , __ - 
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serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lmtas sesuai pedoman kerja 
dan ketentuan yang berlaku 

Pasal 15 
Bidang Lalu Lmtas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat ( 1) huruf c, 
dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada 
Kepala Dmas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dmas untuk 

Paragraf 3 
BIDANG LALU LINTAS 

.J __ r _ 
Uc:Ul 1u11g;:,1 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Sub 
Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi 
1 Pengmtegrasian Penyusunan rencana program dan kegiatan dmas, 
2 Pengitegrasian Penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan 

evaluasi kegiatan dmas, 
3 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan Subbagian 

Perencanaan dan Evaluasi, dan 
4 Pelaksanaan tugas lain yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

O,.,c,,.,l 1 LI. 
.1.L.t..~..l-1 

Pasal 13 

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 
ayat (1) huruf b angka 3, dipimpm oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 
bertanggung jawab kepada Sekretans dan mempunyai tugas membantu 
Sekretans dalam melakukan penyiapan bahan menyusun rencana, 
program, anggaran dan evaluasi kegiatan serta pelaporan Dmas 

~ n_,_, --- - - ---- ·- - .l--- ------ --- - ,___, __ - ,.__ ---- -- - _,._ __ , -- - 
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pemenksaaan keuangan, 
4 Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan 
5 Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Pasal 11 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagarmana dimaksud pada Pasal 10, Sub 
Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi 
1 Pelayanan dan Pengelolaan Admmistrasi Keuangan Dmas, 
2 Penyelenggaraan Perbendaharaan Dmas, 
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untuk jalan Kabupaten sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku 

Pasal 19 

Seksi Anahsis Dampak Lalu Lmtas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 
ayat (1) huruf c angka 2, dipimpm oleh seorang Kepala Seksi yang 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta 

Manajemen Lalu Lmtas, 
5 Pembmaan adrmmstrasi dan aparatur Seksi Manajemen Lalu Lmtas, 
6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi 

Manajemen Lalu Lmtas, dan 
7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

,1 , 
3 

Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi 
Manajemen Lalu Lmtas, 
Pengoordmasian penyelenggaraan Manajemen Lalu Lmtas, 

2 

Pasal 18 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, 
Seksi Manajemen Lalu Lmtas menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Manajemen Lalu 

Lmtas, 

Pasal 17 

Seksi Manajemen Lalu Lmtas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) 
huruf c angka 1, dipimpm oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan 
di bidang Penetapan Rencana Induk Janngan (LLAJ) Kabupaten, Penetapan 
Lmtas Penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah 
Kabupaten yang terletax pada jarmgan jalan Kabupaten, penetapan untas 
penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayarn 
penyeberangan dalam Daerah sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang 
berlaku 

3 Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang manajemen lalu 
imtas, rekayasa ialu lmtas, dan anahsis dampak ialu hntas, 

4 Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu 
hntas, rekayasa lalu hntas, dan anahsis dampak lalu hntas, 

5 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Lalu 
hntas, 

6 Pembmaan adrmrustrasi dan aparatur Pemenntah Daerah bidang Lalu 
Lmtas, dan 

7 Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 
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Angku tan dan Sarana, 
7 Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 
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2 Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan orang, 
angkutan barang dan pengujian sarana, 

3 Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angku tan orang, 
angkutan barang dan pengujian sarana, 

4 Pengoordmasian penyelenggaraan Pernermtahan Bidang Angkutan dan 
Sarana, 

5 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang 
Angku tan dan Sarana, 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, 
Bidang Angkutan Dan Sarana menyelenggarakan fungsr 
1 Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan orang, 

:::ino-k-nt:::in h:::ir:::ino- il:::in nPno-1111:::in c::::::ir:::in:::i ---o--- ------ ._ --- ---o ------ r ---o-~---- --- -----,- 

Pasal 21 
Bidang Angkutan Dan Sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) 
huruf d, dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab 
kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dmas untuk 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, 
serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan dan Sarana sesuai 
pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku 

Paragraf 4 
BIDANG ANGKUTAN DAN SARANA 

I") T""\ _ _ _ _ 1 _ _ - - - - - - 1 - 1 _ - - - - - -- -- -- - -- - -- ..l - - 1 _ - - - L - - ("'II: - 1- - A -- - 1 - - 
L re11yu~Ullc:Ul ldl-)Ul c:l.11 1-)Cl~~c:Uldc:Ul 1-)1 ug1 dlll Uc:l.11 Ktglctlc:l.11 uCK~l J"\.lldll~l~ 

Dampak Lalu Lmtas, 
3 Pengoordmasian penyelenggaraan Anahsis Dampak Lalu Lmtas, 
4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi 

Anahsis Dampak Lalu Lmtas, 
5 Pembmaan adrmmstrasi dan aparatur Seksi Anahsis Dampak Lalu 

Lmtas, 
6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi 

Anahsis Dampak Lalu Lmtas, dan 
7 Pelak&ai1aai1 fungsi la111 yang dibenkan oleh atasan sesuai dengau tugas 

dan fungsmya 

Pasal 20 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, 
Seksi Anahsis Dampak Lalu Lmtas menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Anahsis Dampak 

Lalu Lmtas, 
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Pasal 25 
Seksi Pengujian Sarana sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf 
d angka 2, dipimpm oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas Membantu kepala Bidang 
Angkutan dan Sarana dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengujian 

Angkutan Dalam Trayek, dan 
7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

6 
5 

Pengoordmasian penyelenggaraan Seksi Angkutan Dalam Trayek, 
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi 
Angku tan Dalam Trayek, 
Pembmaan adrmmstrasi dan aparatur Seksi Angku tan Dalam Trayek, 

3 
4 

Pasal 24 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, 
Sekst Anakutan Dalam Travek menvelenazarakan furiasi 

'-" .,)' ~ ~ 1to..> 

Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Angkutan Dalam 
Trayek, 

2 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Angkutan 
Dalam Trayek, 

'T""\ __ -1- 1 __ ,_ - --L- - -- -- 1- L- - - - L ----1- -------1---~-- -- - ,_ L- _ - --- 
L/d.Clctll l\.ct.UU!Jd.LCH, pc11c1 UllcUl lL,lll uctycl\. pc11yc1c11ggct1ctcUl ctllgl\.ULcUl ;:,u11~cU 

dan danau untuk kapal yang melayam trayek dalam Daerah kabupatern 
yang bersangkutan, Penetapan tanf angkutan penyeberangan penumpang 
kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada hntas 
penyeberangan dalam Daerah kabupaten sesuai pedoman kerja dan 
ketentuan yang berlaku 

T""\ _ _ _ 1- TT_ 1- __ L - - - - - - -1- L - - _ - -- - - __ - 1 - - - - -- - - - - - - 1 _ L - - - - - - ..1 - 1 - -- - 
Lld.ClcUl I\..d.UU!Jd.LCH, pc11c1 UllcUl lL,lll pc11yc1c11gct1ctcUl cUlgl\.ULcUl UlcUlg Ud.lcUll 

trayek perdesaan dan perkotaan dalam satu Daerah Kabupaten, penetapan 
tanf kelas ekonorm untuk angkutan orang yang melayarn trayek antar kota 
dalam Daerah Kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang 
wilayah pelayanannya dalam Daerah Kabupaten, penerbitan izm usaha 
angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisil dalam Daerah Kabupaten 
dan beroperasi pada hntas pelabuhan di Daerah Kabupaten, penerbitan izm 
usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan 
usaha yang berdormsih dan yang beroperasi pada lmtas pelabuhan dalam 

Pasal 23 
Se1<:s1 Angkuran Dalam Trayek sebagaimana dimaksuo pada pasai 3 ayat tiJ 
huruf d angka 1, dipimpm oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan 
di Bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam 
Daerah Kabupaten, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan 
angkutan perkotaan dalam satu Daerah Kabupaten, penetapan rencana 
umum janngan trayek perkotaan dalam satu Daerah Kabupaten, penetapan 
rencana umum jarmgan trayek perdesaan yang menghubungkan satu 
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7 

6 

4 
Pembagunan dan Pengoprasian Prasarana, 
Pengoordmasian penyelenggaraan Pemenntahan Bidang Perencanaan, 
Pembagunan dan Pengoprasian Prasarana, 
Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang 
Perencanaan, Pembagunan dan Pengoprasian Prasarana, 
Pembmaan adrmmstrasi dan aparatur Pemenntah Daerah di Bidang 
Perencanaan, Pembagunan dan Pengoprasian Prasarana, 
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
rl~-. ·-~~·-· ~ UGl.J.i .J.-.....li..lE:,1::>li.L.)'CA. 

5 

dl Bidang Perencanaan, 

d1 Bidang Perencanaan, 

(11 R1rl::lnu P':'r/:'1'1<'fln::l,f'l_n ··- -- ---·~o 

Pasal 28 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, 
Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi 
1 Penyrapan bahan perumusan kebijakan 

Pembagunan dan Pengoperasian Prasarana, 
2 Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan 

Pem bangunan dan Pengoprasian Prasarana, 

Kepala Dmas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dmas melaksanakan 
penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan 
pelaporan di Bidang Prasarana sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang 
berlaku 

Pasal 27 

Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e, 
chrnmnm olr-h ~Pon=mP Ke-nala Bidaric vane hPrt;:inpi:rnnP iawa h keriarla 

.L .L -.....> ~ ....>w '-J '->'--> '-J..> .L 

Paragraf 5 
BIDANG PRASARANA 

7 Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 

1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pengujian Sarana, 
2 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengujian 

Sarana, 
3 Pengoordmasian penyelenggaraan Pengujian Sarana, 
4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi 

Pengujian Sarana, 
5 Pembmaan adrmmstrasi dan aparatur Seksi Pengujian Sarana, 
6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi 

Pasal 26 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, 
SPk~1 Perrm ma n Sararia mPnvPlPni:rn-;:ir;:i kan fu ns=n 

~ j ..., ~ ~ 

berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izm usaha jasa terkait dengan 
perawatan dan perbaikan xapai sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang 
berlaku 
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Pasal 32 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, 
Seksi Pembangunan Prasarana menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pembangunan 

Prasarana, 

penerbitan izm mendmkan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas 
hehkopter sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku 

Pasal 31 
Seksi Pembangunan Prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat ( 1) 
huruf d arizka 2 drmrnmn oleh seoraric KPnRh3 8Pk~1 varic hertarismmc 

'""' .,I. .,I. "-> i .., "-> "'->'-' '-' 

jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas membantu kepala 
Bidang Prasarana melakukan Penyiapan bahan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang penerbitan 
izm penyelenggaraan dan pembangunan fasihtas parkir, pembangunan, 
penerbitan izm dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, 
pembangunan dan penerbitan lZIIl pembangunan pelabuhan sungai dan 
danau di wilayah perairan pelabuhan pengumpal lokal, penerbitan izm 
pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, 

dan fungsmya 
7 n-1-1------- r •• ·---· 1--- ----- .l.1---1--- -1-1- _.._ ---· -· .l----- .._ ·--- , .[ Clc::u\..i:>Q.UC1C1U. 1uu5;:,1 1(1111 yc:1115 UlUCl ll\..(111 VlCll C1\.C1i:>C1ll ;:,c;;:,ue11 uc;115e111 t.u5e1;:, 

n - - - -- - - r1a::,cUcU1ct, 

2 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi 
Perencanaan Prasarana, 

3 Pengoordmasian penyelenggaraan Perencanaan Prasarana, 
4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi 

Perencanaan Prasarana, 
5 Pembmaan adrmmstrasi dan aparatur Seksi Perencanaan Prasarana, 
6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi 

Perencanaan Prasarana, dan 

Pasal 30 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, 
Seksi Perencanaan Prasarana menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Perencanaan 

-1-1 -- --- - , __ , __ , __ - -- ....... , --- -'- - __ ,_ -- - .... ...1 ~ -1- -- -- __ ....... _ -- - 
_l)Cld.Kl:,cUld.cUl l\.CUljd.l\.d.11 l:,Cl lcl CVcUUdl:,l UcUl l)Cld.l)UlcUl Ul DlUd.11~ l)CllCld.l)cUl 

rencana mduk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, penetapan 
rencana mduk dan DLKR/DLKP Untuk pelabuhan sungai dan danau sesuai 
pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku 

Pasal 29 

Seksi Perencanaan Prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) 
huruf e angka 1, dipimpm oleh seorang Kepala Sekst yang bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas membantu kepala 
Bidang Prasarana melakukan penyiapan bahan perumusan dan 
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Pasal 35 
Seksi Lmgkungan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 
( 1) huruf f angka 1, dipimpm oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang dan mernpunyai tugas membantu kepala 
Bidang Pengembangan dan keselamatan dalam melakukan penyiapan 
bahan perumusan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di 

Pengembangan dan Keselamatan, dan 
7 Pelaksanaan fungst lam yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

2 Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang pemaduan moda, 
teknologi Perhubungan, hngkungan Perhubungan, dan keselamatan, 

3 Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang pemaduan moda, 
teknologi Perhubungan, hngkungan Perhubungan, dan keselamatan, 

4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang 
Pengembangan dan Keselamatan, 

5 Pembmaan adrmmstrasr dan aparatur Bidang Pengembangan dan 
Keselamatan, 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, 
Bidang Pengembangan Keselamatan menyelenggarakan fungsi 
1 penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang pemaduan moda, 

tPk-nnlno, PPrh11h11nP~n hnPk-11nP~n PPrh11h11nP~n n~n k-P~Pl~m~t~n -- ------o- ----- ----0----,----0-----0--- - ----- ----c,.--- ----- ----- -- -- -----., 

Pasal 33 
Bidang Pengembangan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 
ayat (1) huruf f, drpimpm oleh seorang Kepala Bidang yang 
bertanggungjawab kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas membantu 
Kepala Dmas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan 
kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan dan 
Keselamatan transportasi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang 
berlaku 

Paragraf 6 
BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN 

2 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi 
Pernoangunan Prasarana, 

3 Pengoordmasian penyelenggaraan Pembangunan Prasarana, 
4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi 

Pembangunan Prasarana, 
5 Pembmaan adrrnmstrasi dan aparatur Seksi Pembangunan Prasarana, 
6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi 

Pembangunan Prasarana, dan 
7 Pelaksanaan fungsi lam yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 
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_1 - - .r - - - - - - 
Ud.11 lUll~l:>lllYd. 

Keselamatan, 
3 Pengoordmasian penyelenggaraan Seksi Keselamatan, 
4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi 

Keselamatan, 
5 Pembmaan adrmmstrasi dan aparatur Seksi Keselamatan, 
6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi 

Keselamatan, dan 
7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

') ... 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, 
Seksi Keselamatan menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Keselamatan, 

T"'\ 1 ,...n 
rc:t;:,GU 00 

r, _ -- - - --- 1.. - - - - - -1 - - TT - - - 1 - -- - ,._ - -- - - 1 - 1-- • 1- - - - - -- - • - - - - 1.. - 1- - - - - - - --- •• - - -- r Cll~Clll Ud.ll~GU l UGUl n...c;:,c1GUlld.LcUl lllCld.l\.Ul\.d.11 µc11y ld.!)d.11 Ud.llctll !)Cl UlllU::)d.ll 

dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang audit 
dan mspeksi keselamatan lalu hntas jalan di jalan provmsi, lark fungsi jalan 
keselamatan Sarana dan Prasarana, fasihtas manajemen dan penanganan 
keselamatan di jalan Provmsi, fasihtasi promosi dan kemitraan keselamatan 
lalu hntas dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum 
dan fasihtasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS dr 
Bidang Lalu Lmtas dan Angkutan Jalan 

Pasal 37 
Seksi Keselamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat ( 1) huruf f 
angka 2, dipimpm oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas Membantu kepala Bidang 

lmgkungan Perhubungan, dan 
7 Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Pasal 36 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, 
8t-k~1 Lmckurrcan Perhuburican menvelenccarakan furis=n 

'""' '-" \...> ..> ~ '-" 

1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi hngkungan 
Perhubungan, 

2 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi 
hngkungan Perhubungan, 

3 Pengoordmasian penyelenggaraan seksi lmgkungan Perhubungan, 
4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi 

lmgkungan Perhubungan, 
5 Pembmaan adrmmstrasi dan aparatur Seksi lmgkungan Perhubungan, 

Bidang pengembangan lmgkungan Perhubungan sesuai dengan ketentuan 
yang beriaku 
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c1.Ullllllll::,U c1.LU1 c1.Lc1.U ptjc1.Uc1.L ptllbd wc1.;::, yc1.11b llltllllll.l\J. l\.t:;Ltll\.c1.1Lc1.ll Utllbdll 

pelaksanaan tugas jabatan fungsional, 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 

sesuai dengan jabatan fungsional masmg-masmg berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Pasal 42 
(1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

secara langsung kepada pejabat pimpman tmggi pratama, pejabat 

BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA 

Bagian Kesatu 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 41 
Kepala Dmas, Sekretans, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub 
Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina 
Kepegawruan/Bupab 

Bagian Kedua 
Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 40 
(1) Kepala Dmas merupakan Jabatan Pimpman Tmggi Pratama atau Eselon 

Tlh 
(2) Sekretans merupakan Jabatan Administrator atau Eselon Illa, 
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon Illb, 
(4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau 

Eselon IVa 

BAB IV 
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Bagian Kesatu 
Eselomsasi 

Pasal 39 
(1) Pada Dmas dapat dibentuk Unit Pelaksana Tekrus (UPT) untuk 

melaksanakan kesnatan tekrns onera sional dan f atau kematan tekm s 
'-> .).. ' '-' 

penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah 
(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpm oleh kepala UPT 

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dmas 
(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Tekrus diatur dengan 

Peraturan Bu pati tersendm 

BAB III 
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Pasal 43 
(1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena 

damnak dan nelaksanaan nenvederhanaan brrokrasi berkedudukan 
..... ...... ..k. -.; 

pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan 
a Unit KeIJa yang masih mermhki Jabatan Administrator, jabatan 

pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 
Administrator atau Eselon III 

T"'\_ - --- TT--1 - Ddgldll I\..CUUd 

Jabatan Pelaksana 

/(")\ T"\--1--L_r -------1---- -1-L-----1-~-1---- 1 __ L _ L--- -L 1_ --1-1------- lOJ rtJdUdL 1u11g;:,1ulldl Jdllg UlLUllJUl\. ;:,cudgdl l\.CLUd Ulll UllLUl\. }.Jtldl\.::>dllddll 

tugas sebagiamana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dan 
perangkat daerah yang membidangr 

(9) Pejabat Fungsional yang drtunjuk sebagai anggota Tim kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dan 
berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada unit orgamsasr 
tersebut atau diluar unit orgamsasi, untuk mengoptimalkan 
pencapaian tujuan orgamsasi, 

{ 10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dan penyetaraan jabatan dalam 
melaksanakan mtkdl11::>111c koordmasi dan pe11gelolaan kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibenkan mlai Angka Kredit 25o/o 
dan Angka Kredit Kumulatif 

(11) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
drtentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 

(12) Tugas, jerns dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang 
undangan yang berlaku 

Ir\ T"\_ -1--..t... .r ---- ----1 _ - -- _1 ..a_ , ---- -- - _ __:i -~--1 __ 1 --- -- tvJ rtJdUdL 1u11g;:,1u11dl Jdllg UlLUgd::>l\.dll ::>CL.dld lllUlVlUU ;:,cudgdlllldlld 

dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara 
berjenjang kepada kepala dmas 

(6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim KeIJa sebagaimana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan 
Kepala Dmas 

(7) Tim KeIJa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdm dan 
a Ketua Tim, dan 
b Anggota Tim 

(3) Selam melaksanakan tugas dan fungsmya sebagaimana dimaksud 
dalam ayat t2J Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai rugas 
membenkan pelayanan fungsional terkait mekamsme koordmasi dan 
pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan 
pimpman tmggi pratama sesuai dengan bidang keahhan dan 
keterampilan, 

(4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara mdividu dan/ atau 
dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kmerja 
orgarusasi 
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Pasal 48 
Dengan berlakunya peraturan Bupati mt, pejabat yang menduduki 
jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

{"\_..L - - 1- -- - - _ - -- -1 L- ----- -1-1- -- -1--.&... -.....1-- - -L--L- - J ---.-1---L 
.:,cuc:1.p lc:l.}JUl c:1.11 yc:1.11g UlLCl llllc:l. Ultll }JCJc:1.UclL clUUlllll~U clLUl Uc:l.ll }JCJd.Ud.L 

pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun 
laporan lebih lanjut dan membenkan petunjuk kepada bawahan 

Pasal 47 

Pasal 46 
Setiap Pimpman Satuan Orgamsasi di hngkungan Dmas Perhubungan wajib 
mengrkuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada 
atasannya masmg-masmg dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perundang-undangan 

, __ ..... __ .... - - 
1\.CLCULUc:1.11 de11.gan sesuai ,..__ ., __ ,_ 

UCll\.c:l.lc:l. seca1a .l ,_ - - ., _ 
Ullc:l.l,)Vl 1\.c:1.11 

Pasal 45 
( 1) Setiap pimpman satuan orgamsasi bertanggung jawab memimpm dan 

mengoordmasikan bawahan dan membenkan pengarahan serta petunjuk 
bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah 
ditetapkan, dan 

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dnkuti dan drpatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta 

Pasal 44 
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di hngkungan Dmas 
Perhubungan wajib menerapkan pnnsip koordmasi, mtegrasi, dan 
smkromsasi bark di hngkungan masmg-masmg maupun antar satuan 
orgamsasi di hngkungan Dmas Perhubungan serta dengan mstansi lain dt 
luar lmgkungan Dmas Perhubungan sesuai dengan tugas masmg-masmg 

BABVI 
TATAKERJA 

b Unit KeIJa yang tidak mermhki Jabatan Admmistrator, jabatan 
pelaksana-nya oerkeduaukan dan oerranggung jawab kepaaa Pejabat 
Pimpman Tmggr Pratama atau Eselon II 

(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak 
dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan 
bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV 

(3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembma Kepegawaian/ 
Bupab 

(4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di hngkungan 
Dmas Perhubungan diatur dengan Peraturan Bupati tersendm 
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tentang Kedudukan, Togas Pokok dan Susunan Orgamsasi Perangkat 
Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Orgamsasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Halmahera Selatan, dmyatakan dicabut dan tidak berlaku 

Pasal 49 
Dengan berlakunya Peraturan 1n1, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 
2021 tentang Kedudukan, Togas Pokok dan Susunan 7 [Tujuh] Orgamsasi 
Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

jabatan baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati 
1n1 
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RTTSnT HASAN SH MH --- --~---,--- ---- 
Nip 19830702 200812 1 002 

TTD 

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 
NOMOR 

Salman Sesuai dengan ashnya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIS DAERAH 

Diundangkan di Labuha 
pada tanggal 16 Februari 2023 

Ditetapkan di Labuha 
Pada tanggal 16 Februari 2023 

Pasal 50 
Peraturan Bupan irn mulai beriaku pada tanggai ditetapkan 
Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan 
1n1 dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Halmahera 
Sela tan 
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I DINAS 

I PERHUBUNGAN 

I I 
KELOMPOK 

JABATAN SlKRETARIAT 
FUNGSIONAL 

I 
I I I 

SUB SUB 
BAGIAN SUB BAGIAN 

~DfGAWA.lAN BAGIAN PEPE"'CA~IAAN 
DAN KEUANGAN DAN 

UMUM EVALUASI 

I I I I 
BIDANG 

BIOi.NG "'1Wl\'UTA1~ 610"',...c; 
BIDANG 

LALUUNTAS DAN PRASARANA PENGEMBANGAN 

SARANA 
KESlLAMAT AN 

I I I I 

SlKSI 
SlKSI 

ANGKUTAN 
SlKSI SlKSI 

- ~rW1:MEN - DA LAM 
FEAE1~N - UNGKUNGAN - LALUUNTAS 

TRAYEK 
PRASARANA PERHUBUNGAN 

SlKSI 
SlKSI SlKSI ANAUSIS 

PENGUAAN PEMBANGUNAN SlKSI - D"MPAK - - - SARANA PRASARANA 
KEXLJ,l,MATAN 

LALU UNTAS 

KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK - JABATAN - JABATAN JABATAN - JABATAN - 
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I UNIT PELAKSANA TEKNIS (UP'TJ I 

STRUKTUR ORGANlSASl 
DINAS PERHUBUNGAN 

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

lAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 
NOMOR 1 Q TAHUN 2023 

TANGGAL , b }!'eh:. '2:Ci 2023 


